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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris Pengaruh Reviu Prosedur Analitis 
terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah reviu prosedur analitis 
laporan realisasi anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. Hipotesis kedua yang diajukan adalah reviu prosedur analitis neraca berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis ketiga yang diajukan adalah 
reviu prosedur analitis laporan arus kas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey 
sebanyak 52 orang pegawai Badan Pengawas Keuangan Daerah (Inspektorat Prov. Sulsel). 
Seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sebagai sampel dengan cara sensus. Data yang 
digunakan adalah data primer dan diolah menggunakan uji statistik regresi linear berganda 
dengan program SPSS. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis pertama yang 
menyatakan reviu prosedur analitis laporan realisasi anggaran berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan dapat diterima dan signifikan pada α = 0,05. hipotesisi kedua yang 
menyatakan reviu prosedur analitis laporan neraca berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan dapat diterima dan signifikan pada α = 0,05. Dan hipotesis ketiga yang menyatakan 
reviu prosedur analitis laporan arus kas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
dapat diterima dan signifikan pada α = 0,05.  




Undang - Undang (UU) No. 22 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi 
Undang - Undang (UU) No. 32 tahun 2004 dan di ubah dengan Peraturan Perundang - 
undangan (Perpu) No. 3 tahun 2005 serta UU No. 25 tentang perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan daerah yang direvisi menjadi UU No. 33 tahun 2004, menjadi tonggak 
awal dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam 
pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki 
sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi 
daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah 
Daerah. Pengelolaan keuangan negara / daerah telah banyak mengalami perubahan atau 
perbaikan seiring dengan semangat reformasi manajemen keuangan pemerintah untuk 
mencapai keberhasilan otonomi daerah. Hal ini ditandai dengan di keluarkannya paket 
perundang - undangan di bidang keuangan negara beserta peraturan - peraturan turunannya 
yan juga telah banyak mengalami revisi dan penyempurnaan. 
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 Beberapa peraturan terkait dengan implementasi daerah yang telah dikeluarkan 
adalah paket undang-undang bidang keuangan negara yakni UU No. 17 tahun 2003 tentang 
keuangan negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Dan UU No.15 tahun 
2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Dalam rangka 
mengimplementasikan perundang - undangan bidang keuangan negara telah berbagai aturan 
pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), antara lain PP No. 20 tahun 2004 
tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga, dan PP No. 24 tahun 2004 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Khusus berkenaan dengan pengelolaan 
keuangan daerah, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah.  Sebagai tindak lanjut PP No. 58 tahun 2005, Menteri Dalam Negeri telah 
mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir telah di revisi dengan Permendagri No. 
59/2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Daerah. Peraturan ini khusus mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah 
yang baru, sesuai arah reformasi tata kelola keuangan negara/daerah.  
Dalam laporan keuangan pemerintah daerah beberapa tahun terakhir ini yang telah di 
audit oleh  BPK memperoleh opini yang beragam; ada yang wajar tanpa pengecualian 
(Unqualified), Wajar dengan pengecualian (Qualifaid), tidak wajar (Adverse), dan pernyataan 
tidak memberikan pendapat (Disclaimer). Untuk menjamin bahwa laporan keuangan yang akan 
di audit oleh BPK memenuhi kaidah standar, dan tentu saja memperoleh opini tebaik 
(Unqualified opinion): wajar tanpa pengecualian, maka pemerintah telah menerbitkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, yang intinya mengatur bahwa di tingkat pemerintah 
pusat, laporan keuangan departemen atau Lembaga Pemerintah  Non Departemen (LPND) 
yang akan ditandatangani oleh menteri dan ketua kepala LPND, harus terlebih dulu di reviu 
oleh inspektorat jenderal/ inspektorat utama dan inspektorat. Sementara itu ditingkat 
pemerintah daerah, laporan keuangan pemerintah provinsi kabupaten/kota sebelum ditandan 
tangani oleh gubernur / bupati / walikota harus direviu terlebih dahulu oleh inspektorat/ badan 
pengawas provinsi/kabupaten/kota. Peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2008 
tentang pedoman pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah menjelaskan 
bahwa Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka 
– angka, permintaan  keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi 
inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada 
modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan 
tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 
Reviu laporan keuangan berbeda dengan audit laporan keuangan. Salah satu. Salah 
satu yang paling jelas adalah audit laporan keuangan bertujuan memberikan pendapat (opini) 
atas kewajaran laporan keuangan. Reviu laporan keuangan tidak bertujuan seperti itu. Reviu 
tidak mencakup hal mengenai pemahaman atas pengendalian intern, pengujian catatan 
akuntansi, pengujian untuk memperoleh bukti yang memadai bahwa laporan keuangan telah 
di susun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dengan adanya 
ketentuan pasal 25 peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan ketentuan lebih lanjut dari Undang – Undang 
nomor 1 Tahun 2004. Dalam pasal tersebut diatur bahwa laporan keuangan yang disusun oleh 
menteri/pimpinan lembaga harus disertai dengan pernyataan tanggungjawab (statement of 
responsibility) yang ditandatangani oleh masing – masing menteri atau pimpinan lembaga. 
Pernyataan tersebut juga memuat bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 
negara telah di selenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan 
akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP). Ketentuan lebih lanjut pasal 33 PP 8/2006 menegaskan adanya reviuw atas laporan 
keuangan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada kementrian Negara/ lembaga 
dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan 
tersebut. 
Pada kenyataan harus diakui adanya keterbatasan pemahaman dan pengetahuan di 
kalangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), terutama Inspektorat jenderal 
departemen/lembaga pemerintahan non departemen mengenai bagaimana seharusnya reviu 
di laksanakan. Hal ini tidak bisa di lepaskan dari keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang memahami masalah laporan keuangan, termasuk masalah reviu dan audit. Berdasarkan 
fenomena  di atas peneliti termotivasi untuk  melakukan penelitian tentang laporan keuangan 
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Pemda dengan judul “Pengaruh Reviu Prosedur Analitis Terhadap Kualitas Penyajian Laporan 
Keuangan Pemda Provinsi Sulawesi Selatan” Penelitian ini dibatasi pada laporan keuangan 
Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akan dilaksanakan 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun faktor-faktor yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah Reviu prosedur analitis laporan keuangan Pemda. 
 
II. Tinjauan Pustaka 
 
Dalam konsep dasar reviu, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2008 tentang 
pedoman pelaksanaan atas reviu laporan keuagan daerah lampiran 1 menjelaskan bahwa 
Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan 
keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Badan Pengawas Keuangan 
Daerah (BPKD) untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material 
yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), keyakinan terbatas tersebut karena dalam reviu tidak 
dilakukan pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber. Sementara itu dalam 
pelaksanaan reviu laporan keuangan nomor 4 tahun 2008 peraturan menteri dalam negeri 
menjelsakan bahwa yang dimaksud dengan reviu atas laporan keuangan adalah prosedur 
penelusuran angka - angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar 
memadai bagi Badan Pengawas Keuangan Daerah (BPKD) untuk memberi keyakinan terbatas 
atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan 
keuangan agar laporan keuangan tersebut di sajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern 
(SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam 
prakteknya pelaksanaan kegiatan reviu seringkali memiliki persamaan dengan pelaksanaan 
kegiatan audit. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu diberikan batasan-batasan yang 
membedakan antara kegiatan reviuw dengan kegiatan audit. Berbeda dengan audit reviu tidak 
mencakup pengujian terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) catatan akuntansi dan 
pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan barang bukti, serta 
prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu audit. Perbedaan juga dapat dilihat 
berdasarkan tujuan audit yaitu untuk memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan 
pendapa mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, sedangkan tujuan reviu hanya 
sebatas memberi keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan, informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan. Reviu tidak mencakup suatu pengujian atas kebenaran 
substansi dokumen sumber yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah audit. 
Dalam pelaksanaan reviu di perlukan perencanaan agar kegiatan dapat dilaksanakan 
secara terstruktur dan tujuan reviu dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. 
Perencanaan reviu terdiri atas 3 (tiga) proses sebagai berikut: a) Pemahaman Atas Entitas, 
Pemahaman lingkungan entitas pelaporan perlu dilakukan pada tahap perencanaan agar tim 
reviu dapat mengidentifikasikan kemungkinan kesalahan yang terjadi, memilih dengan tepat 
prosedur reviuw berupa wawancara, prosedur analitis, atau prosedur reviu lainnya. 
Pemahaman terhadap entitas pelaporan ini meliputi pemahaman terhadap latar belakang dan 
sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan, pemahaman terhadap transaksi yang 
signifikan, dan pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan 
keuangan entitas dapat dilakukan dengan mempelajari kebijakan gubernur/ bupati /walikota 
mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan. b) Penilaian Atas Sistem Pengendalian Intern. 
Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang 
diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, 
efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undanganan yang berlaku dan keandalan 
penyajian laporan keuangan. Penilaian atas Standar Pengendalian Intern (SPI) dalam tahapan 
perencanaan reviu ini berguna untuk mengidentifikasi prosedur - prosedur pengelolaan 
keuangan daerah yang mempunyai risiko untuk terjadinya salah saji secara material dalam 
penyusunan laporan keuangan. Hal yang perlu di perhitungkan dalam penilaian Standar 
Pengendalian Intern adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) telah melakukan 
penilaian yang sama di periode sebelunya atau diproses audit lainnya. Jika penilaian keandalan 
atas Sistem Pengendalian intern (SPI) sudah pernah dilakukan, maka tim reviuw dapat 
memahami mengenai pengendalian intern dari dokumentasi periode sebelumnya dan hanya 
perlu melakukan update terhadap perubahan yang terjadi. c) Penyusunan Program Kerja 
Reviu, Tahap terakhir dalam perencanaan reviu adalah membuat program kerja reviuw sebagai 
panduan agar pelaksanaan reviu dapat lebih terarah. Program disusun berdasarkan tahapan - 
tahapan dalam perencanaan reviu yang telah dilakukan sebelumnya. Program kerja reviu 
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harus memuat langkah - langkah kerja reviuw, teknik reviu, sumber data yang merupakan 
bahan yang diperlukan dalam melaksanakan teknik reviu, Pelaksana dan waktu pelaksanaan. 
Pelaksanaan reviu dilakukan oleh tim secara paralel dengan penyusunan laporan 
keuangan pemerintah daerah. Reviu tersebut dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir, Kegiatan dalam proses pelaksanaan tersebut meliputi penelusuan 
angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis. Sebelum ketiga kegiatan tersebut diatas 
dilaksanakan, dilakukan persiapan berupa pengumpulan informasi keuangan yang telah di 
audit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, kebijakan akuntansi 
yang telah ditetapkan serta informasi lain yang di perlukan. Kemudian dilanjutkan dengan 





Sumber : Undang-Undang No. 4 tahun 2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman 
pelaksanaan reviu atas laporan keuangan, lampiran II. 
 
Gambar 1 
BAGAN ALIR PELAKSANAAN REVIU 
 
Sebagaiamana yang telah di uraikan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan reviuw, 
Inspektorat harus membuat Kertas Kerja Reviu (KKR) yang menjadi dasar bagi penyusunan 
laporan hasil reviu. Hasil reviu atas laporan keuangan pemerintah Daerah (LPMD) disampaikan 
kepada gubernur/bupati/walikota dalam bentuk surat yang memuat pernyataan reviu, masalah 
yang terjadi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, rekomendasi, serta koreksi 
yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Laporan hasil reviu 
ini disampaikan kepada gubernur/ bupati/ walikota dalam rangka penandatanganan pernyataan 
tanggung jawab. Apabila dalam proses reviu, Inspektorat tidak dapat melaksanakan 
wawancara/kuisioner/permintaan penjelasan dalam prosedur analitik, maka reviu tersebut tidak 
lengkap. Reviu yang tidak lengkap bukanlah dasar yang memadai untuk menerbitkan laporan 
hasil reviu. Apabila kondisi ini terjadi, maka tim reviu harus menyam- paikannya kepada 
gubernur/bupati/walikota secara tertulis. 1) Penulisan Laporan, hasil reviu hendaknya 
memperhatikan norma-norma penulisan laporan yang berlaku maupun mekanisme pelaporan 
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sehingga dapat efektif membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Norma penulisan 
Laporan Hasil Reviu (LHR) antara lain : a) Laporan Hasil Reviu (LHR) menyajikan data yang 
relevan, dapat dibuktikan (quantifiability) dan tepat (accuracy). b)  Laporan Hasil Reviu (LHR) 
harus komunikatif sehingga mudah dimengerti. c) Laporan Hasil Reviu (LHR) disusun 
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. d)Laporan Hasil Reviu (LHR) 
hendaknya disusun sesegera mungkin agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. 2) 
Mekanisme Pelaporan 
Mekanisme pelaporan mulai dari konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) sampai dengan 
penerbitannya tetap memperhatikan reviu berjenjang sebelum laporan di setujui / 
ditandatangani dengan prosedur sebagai berikut: a) Ketua Tim menyusun konsep Laporan 
Hasil Reviu (LHR) segera setelah pekerjaan lapangan selesai dan diserahkan kepada 
supervisor /pengendali / teknis dan pengendali teknis. b) Supervisor atau pengendali teknis 
mereviu konsep Laporan Hasil Reviuw (LHR). c) Pembantu penanggungjawab/ pengendali 
mutu mereviu konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) dengan memperhatikan ketepatan materi 
dan rekomendasi dan kesesuaian Laporan Hasil Reviu (LHR) dengan norma pelaporan. d) 
Inspektur / kepala Bawasda mereviu konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) sebelum 
menandatanganinya. d) Pernyataan Tanggung jawab adalah pernyataan atau asersi dari 
gubernur/bupati/walikota yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah 
disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan disajikan sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pernyataan tanggungjawab bukan 
merupakan bagian dari proses pelaksanaan reviuw atas laporan keuangan pemerintahan 
daerah, namun disusun Berdasarkan laporan hasil reviu yang dibuat oleh Inspekotrat/ 
Bawasda sebagai aparat pengawas intern pemerintah daerah yang bertanggungjawab 
langsung kepada gubernur/ bupati/walikota. 
 Berdasarkan temuan hasil reviu, pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan 
tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan fungsional (Cahyat, 2004). Pengawasan 
fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan  yang 
dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen 
terhadap obyek yang diawasi. Pengawasan fungsional tersebut oleh lembaga / badan unit yang 
mempunyai tugas dan fugsi melakukan pengawasan unit yang mempunyai tugas dan fungsi 
melakukan pengawasan fungsional melalui audit investigasi dan penilaian untuk menjamin 
agar penyeleng- garaan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang –
undangan yang berlaku. Pengawasan fungsional dilakukan baik oleh pengawas ekstern 
pemerintah maupun pengawas intern pemerintah. Pengawasan ekstern pemerintah dilakukan 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pengawasan intern pemerintah dilakukan 
oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Susmanto, 2001). Analisis Laporan Arus Kas sebagai berikut: a) 
Penulisan entitas di LAK masih  salah. b) Penyajian Laporan Arus Kas masih salah. sedangkan 
analisis Laporan Realisasi Anggaran, pada umumnya Laporan Realisasi Anggaran sudah 
cukup baik, namun penjelasan atas pos - pos LRA masih kurang informatif. Hal ini dijelaskan 
Jika terdapat selisih antara realisasi dan anggaran, maka tidak ada penjelasan mengapa selisih 
tersebut dapat terjadi. Penjelasan tersebut meliputi perubahan satuan harga, volume atau 
penyebab lainnya yang menyebabkan selisih antara anggaran dan realisasi. Dan analisis Atas 
Catatatan Laporan Keuangan. 
Selanjutnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah catatan informasi 
keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk 
menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Wikipedia, 2010). Penelitian yang dilakukan 
Susanti (2010) mendefinisikan laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang secara 
formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap 
pengelolaan sumber daya pemilik, serta jendela informasi yang memungkinkan bagi pihak-
pihak diluar manajemen, mengetahui kondisi entitas tersebut. Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) No. 1 menjelaskan definisi Laporan keuangan sebagai laporan yang 
terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu 
entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan 
capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggung- jawaban dalam suatu entitas (Choiriyah, 
dkk 2008). Oleh karena itu, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus memadai 
agar dapat di jadikan dasar pengambilan keputusan yang cermat dan tepat. Melihat besarnya 
manfaat dari laporan keuangan maka pemerintah menerbitkan aturan mengenai kewajiban 
Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk menyampaikan laporan pertanggung- jawaban 
APBN / APBD berupa laporan keuangan yang dituangkan melalui Undang-Undang No. 17 
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tahun 2003. Berdasarkan PP RI No. 24 tahun 2005 laporan keuangan setidaknya meliputi:  a) 
Laporan Realisasi Anggaran. b) Neraca. c) Laporan Arus Kas. d) Catatan atas Laporan 
Keuangan. 
 
III. Design Penelitian dan Metodologi 
 
Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian empiris. Untuk melakukan pengujian 
atas hipotesis yang diajukan, variabel-variabel yang diteliti perlu diukur. Variabel-variabel 
dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua variabel, yakni variabel independen dan 
variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah reviu prosedur analitis 
laporan keuangan Pemda. Dan sebagai variabel dependen adalah Kualitas penyajian laporan 
keuangan. Waktu Penelitian ini dijadwalkan selesai dalam jangka waktu 2 (Dua) bulan dimulai 
bulan Mei – Juni 2019. Dan Lokasi penelitian ini yaitu Badan Pengawas keuangan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan (Inspektorat Provinsi Sulsel). Populasi dalam penelitian ini adalah 
pegawai Badan Pengawas Keuangan Daerah (Inspektorat Provinsi Sulsel) berjumlah 52 orang. 
Adapun sampel ialah seluruh pegawai inspektorat, sehingga penelitian ini menggunakan 
metode sensus. 
Sedangkan Metode Analisis Data antara lain : a) Uji Validitas dan Reabilitas, digunakan 
untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dapat dilakukan 
menggunakan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor kostruk 
(Ghozali, 2006: 50). b) Uji Hipotesis, dikumpulkan dan diuji validitas dan reliabilitas, maka 
selanjutnya dilakukan pengujian yang berhubungan dengan model statistik yang akan 
digunakan dalam pengujian hipotesis. Alat analisis untuk menguji hipotesis-hipotesis tersebut 
digunakan adalah analisis berganda (multiple regression). Pengolahan data dilakukan dengan 
SPSS versi 12 for windows. Pengujian hipotesis dilakukan setelah model regresi berganda 
yang digunakan bebas dari pelanggaran asumsi klasik, agar hasil pengujian dapat 
diinterprestasikan dengan tepat. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah sebagai 
berikut: 
 
Y         =   α + β1X1 + β2X2 +  β3X3 + e  
Dimana :  
Y =    Kualitas Penyajian Laporan Keuangan  
Α =    Konstanta  
X1  =    Reviuw Prosedur Analitis Laporan Realisasi Anggaran  
X2 =    Reviuw Prosedur Analitis Laporan Neraca 
X3 =    Reviuw Prosedur Analitis Laporan Arus Kas 
β1-β4  =    Koefisien Regresi 
e =    error 
 
 Selanjutnya Defenisi Operasional dan Pengukurannya Variabel adalah factor yang 
akan di uji dalam penelitian. Kegiatan penelitain memusatkan perhatian pada upaya untuk 
memahami, mengukur, dan menilai keterkaitan antara variabel tersebut. Dalam penelitian ini 
terdapat 3 (tiga) variabel independen yaitu Reviuw prosedur analitis laporan realisasi anggaran, 
Reviu analitis laporan neraca, dan Reviuw prosedur analitis laporan arus kas.dan satu variabel 
dependen yaitu kualitas penyajian laporan keuangan.  
 
IV. Hasil Penelitian & Pembahasan 
 
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk memberikan penjelasan yang 
memudahkan dalam menginterprestasikan hasil analisis lebih lanjut. Salah satu caranya 
dengan mengelompokan data yang diperoleh dan menyajikannya dalam bentuk tabel. Hal ini 
dimaksudkan untuk mengambarkan responden agar dapat diketahui secara keseluruhan 
berdasarkan karakteristiknya. Deskriptif variabel dalam penelitian ini meliputi: kisaran skor 
jawaban responden berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Kuesioner dalam 
penelitian ini terdiri dari lima bagian, yaitu bagian pertama kuisioner berisi tentang data umum 
dan identitas responden seperti umur, jenis kelamin, dan pendidikan, bagian kedua berkaitan 
dengan variable-variabel yang tercakup ke dalam kualitas laporan keuangan Pemerintah 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada bagian ini terdiri dari lima belas butir pertanyaan yang 





Tabel 1. Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin 
 







Jumlah  52 100% 
Sumber : Data primer diolah 
Tabel 2. Klasifikasi responden berdasarkan umur 
 










Jumlah  52 100% 
Sumber : data primer diolah   
Tabel 3. Klasifikasi responden berdasarkan pendidikan 













Jumlah 52 100% 
Sumber : data primer diolah 
Tabel 4. Uji Autokorelasi 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




            
1 ,799(a) ,798 ,898 ,24552 1,918 
Hasil olah data SPSS 
Tabel 5. Koefisien Detrminasi 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




            
1 ,799(a) ,798 ,898 ,24552 1,918 
Hasil olah data SPSS 
Tabel 6. Uji Simultan 
 




Square F Sig. 
1 Regression 1370,799 3 456,933 21.580 ,012(a) 
  Residual 2,893 48 ,060     
  Total 1373,692 51       








Tabel 7. Signifikasi Parameter Individual 
 






    B 
Std. 
Error 
Beta     
1 (Constant) ,177 ,458   ,386 ,701 
  Laporan_Realisasi_Anggaran ,365 ,009 ,418 38,848 ,023 
  Laporan_Neraca ,282 ,010 ,365 29,602 ,012 
  Laporan_Arus_Kas ,370 ,010 ,343 37,406 ,022 
 
Pembahasan 
Pengaruh Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Kualitas Penyajian Laporan 
Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan 
berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan yang diperlukan 
untuk penyajian yang wajar. Tujuan Standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan 
dasar–dasar Penyajian Laportan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka 
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, 
sedankan tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi 
dan anggaran entitas pelaporan secara tersandinag, penyandingan antara anggaran dan 
realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-targetyang telah disepakati antara 
legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manfaat laporan 
realisasi anggaran adalah menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, 
transfer, surplus/deficit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggaranna dan menyediakan informasi yang berguna dalam 
memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah 
pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara 
komparatif. Laporan realisasi anggaran merupakan variabel yang dibentuk dari berbagai 
pernyataan yang terkait dengan laporan realisasi anggaran. Jika dilihat dari hasil kuisioner 
menunjukkan semua pertanyaan dijawab dengan nilai rata-rata 4, artinya bahwa laporan 
realisasi anggaran yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah sesuai 
dengan mekanisme yang di amanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 
2008, walaupun masih terdapat temuan-temuan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak 
terkait, menyangkut laporan realisasi anggaran yang menganggap bahwa Pada umumnya 
Laporan Realisasi Anggaran sudah cukup baik, namun penjelasan atas pos-pos Laporan 
Realisai Anggaran masih kurang informatif. Hal ini dijelaskan sebagai berikut: Jika terdapat 
selisih antara realisasi dan anggaran, maka tidak ada penjelasan mengapa selisih tersebut 
dapat terjadi. Penjelasan tersebut meliputi perubahan satuan harga, volume atau penyebab 
lainnya yang menyebabkan selisih antara anggaran dan realisasi. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini (2009) yang menjelaskan 
bahwa reviu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memberikan keyakinan akurasi, 
keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum 
disampaikan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kepada kepala daerah, sebagai 
suatu daerah otonomi, juga harus menyusun laporan keuangannya sesuai dengan peraturan 
Pemerintah No. 25 Tahun 2005 tentanng Standar Akuntansi Keuangan yang mana laporan 
keuangan ini nantinya akan di reviu oleh Inspektorat / Bawasda. Sebagaimana Peraturan 
menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan reviu laporan 
keuangan pemerintah daerah menjelaskan bahwa Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah hanya merupakan prosedur penelusuran angka–angka, permintaan keterangan dan 
analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas 
atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan 
keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern 
(SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 
Pengaruh Laporan Neraca Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. Neraca 
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan 
ekuitas dana pada tanggal tertntu. Laporan neraca adalah variabel yang dibentuk dari berbagai 
pernyataan yang terkait dengan laporan neraca. Berdasarkan hasil kuisioner yang diisi oleh 
pihak terkait, menunjukkan semua pertanyaan dijawab dengan nilai rata-rata 3, artinya bahwa 
laporan neraca yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah sesuai dengan 
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mekanisme yang di amantkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008, 
walaupun masih terdapat temuan-temuan berdasar-kan hasil wawancara dengan pihak terkait, 
menyangkut laporan neraca yaitu Temuan reviu terkait dengan hubungan antar pos-pos 
laporan keuangan sebagai berikut: Nilai Kas Pemerintah Daerah di Neraca tidak Selaras 
dengan Nilai Kas. Nilai Kas Bendahara Penerimaan tidak Selaras dengan Nilai Pendapatan 
yang Ditangguhkan di Neraca. Terdapat perbedaan nilai kas bendahara penerimaan dengan 
nilai pendapatan yang ditangguhkan di Neraca. Kas bendahara penerimaan seharusnya sama 
dengan nilai pendapatan yang ditangguhkan di Neraca. Jika pengakuan pendapatan setelah 
pendapatan disetor ke kas BUD, maka pendapatan yang telah diterima bendahara penerimaan 
diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.Implikasinya, kedua nilai rekening di atas harus 
sama jumlahnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini (2009) yang 
menjelaskan bahwa reviu atas laporan neraca merupakan suatu proses yang dilakukan untuk 
memberikan keyakinan akurasi, keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam 
laporan keuangan sebelum disampaikan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kepada 
kepala daerah, sebagai suatu daerah otonomi, juga harus menyusun laporan keuangannya 
sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2005 tentanng Standar Akuntansi 
Keuangan yang mana laporan keuangan ini nantinya akan di reviu oleh Inspektorat / Bawasda. 
Pengaruh Laporan Arus Kas Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. 
Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode 
tertentu yang dklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, asset non keuangan, 
pembiayaan, dan non anggaran.Tujuan Pernyataan Standart laporan arus kas adalah 
mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan 
kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan 
aktivitas operasi, investasi asset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu 
periode akuntansi. Laporan Arus Kas adalah variabel yang dibentuk dari berbagai pernyataan 
yang terkait dengan laporan neraca. Berdasarkan hasil kuisioner yang diisi oleh pihak terkait, 
menunjukkan semua pertanyaan dijawab dengan nilai rata-rata 3, artinya bahwa laporan arus 
kas yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan mekanisme yang 
di amantkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008, walaupun masih 
terdapat kesalahan hal ini disebabkan oleh penulisan entitas di Laporan Arus Kas masih 
terdapat kesalahan, Penyajian Laporan Arus Kas masih salah. Struktur/format penghitungan 
saldo akhir kas pemerintah daerah di Laporan Arus Kas, masih menggunakan  format 
perhitungan: kenaikan/ penurunan bersih kas ditambah dengan kas BUD awal tahun, kas 
bendahara penerimaan akhir tahun dan bendahara pengeluaran akhir tahun. Seharusnya, 
struktur / format penghitungan saldo akhir kas pemerintah daerah: saldo awal kas pemerintah 
daerah ditambah kenaikan/penurunan bersih kas tahun berkenaan Hal ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Arini (2009) yang menjelaskan bahwa reviu atas laporan arus 
kas merupakan suatu proses yang dilakukan sebagai pedoman untuk memberikan keyakinan 
akurasi, keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum 
disampaikan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kepada kepala daerah, sebagai 
suatu daerah otonomi, juga harus menyusun laporan keuangannya sesuai dengan peraturan 
Pemerintah No. 25 Tahun 2005 tentanng Standar Akuntansi Keuangan yang mana laporan 
keuangan ini nantinya akan di reviu oleh Inspektorat / Bawasda. 
Pengaruh Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Arus Kas Terhadap Penyajian 
Laporan Keuangan secara simultan. Dari hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa reviu 
prosedur analitis berpengaruh secara signifikan terhadap penyajian kualitas laporan keuangan. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini (2009) yang menjelaskan bahwa 
reviu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memberikan keyakinan akurasi, 
keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum 
disampaikan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kepada kepala daerah, sebagai 
suatu daerah otonomi, juga harus menyusun laporan keuangannya sesuai dengan peraturan 
Pemerintah No. 25 Tahun 2005 tentanng Standar Akuntansi Keuangan yang mana laporan 
keuangan ini nantinya akan di reviu oleh Inspektorat / Bawasda. Sebagaimana Peraturan 
menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan reviu laporan 
keuangan pemerintah daerah menjelaskan bahwa Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah hanya merupakan prosedur penelusuran angka – angka, permintaan keterangan dan 
analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas 
atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan 
keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern 
(SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagaimana telah 
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di jelaskan sebelumnya bahwa reviu yang dilakukan oleh peneliti tidak sama dengan audit 
laporan keuangan. Salah satu yang paling jelas adalah audit laporan keuangan bertujuan 
memberikan pendapat (opini) atas kewajaran laporan keuangan. Reviu laporan keuangan tidak 
bertujuan seperti itu. Reviu tidak mencakup hal mengenai pemahaman atas pengendalian 
intern, pengujian catatan akuntansi, pengujian untuk memperoleh bukti yang memadai bahwa 
laporan keuangan telah di susun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di 
Indonesia. Dengan adanya temuan-temuan hasil reviu laporan keuangan pemerintah provinsi 
mempunyai kesempatan untuk bisa bertindak secara cepat untuk mengevaluasi kinerja para 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelum di serahkan kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) untuk memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Pengaruh dari hasil reviu itu sangat jelas terlihat dari adanya pemberian opini dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
yaitu wajar tanpa pengecualian, sekalipun masih ada temuan-temuan kecil yang di dapat, 
 
V. Simpulan Dan Saran 
 
Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi berganda dapat 
disimpulkan sebagai berikut: a) Pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa reviu prosedur 
analitis laporan realisasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 
penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah. b) Pengujian hipotesis 2 menunjukkan reviu 
prosedur analitis laporan neraca berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyajian 
laporan keuangan Pemerintah Daerah. c) Pengujian hipotesis 3 menunjukkan reviu prosedur 
analitis laporan arus kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyajian laporan 
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